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ABSTRAK 
 
ANALISIS LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON 
PROGO PERIODE 2011-2012  
Oleh:  
Pertiwi Kundalini  
11409134013 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kinerja Pelaksanaan APBD 
pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2012, 2) Mengetahui 
bagaimana anggaran dan realisasi sudah sesuaia dengan peraturan pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo, 3) Untuk mengetahui bagaimana realisasi dan anggaran 
sudah berjalan dengan baik atau belum, dilihat dari Rasio Analisis Belanja 
terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja, dan Analisis 
Rasio Efisiensi Belanja.  
Subyek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Kabupaten Kulon Progo, dan obyek penelitian ini adalah laporan 
realisasi angaran tahun 2011 sampai dengan 2012. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawacara, dokumentasi dan observasi. Teknik yang 
digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan 
yaitu analisis belanja terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total 
belanja, dan analisis rasio efisiensi belanja pada laporan realisasi anggran belanja 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Kinerja Keuangan Pelaksanaan 
APBD Pada Kabupaten Kulon Progo dilihat dari Rasio Analisis Belanja terhadap 
total Belanja, Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja, dan Analisis Rasio 
Efisiensi Belanja dapat dikatakan cukup baik karena dari tahun 2011 sampai 2012. 
Keserasian Belanja Modal pada Tahun 2011 yang dicapai adalah 93,07% dan 
pada Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 92,36%.  Keserasian Belanja 
Operasi pada Tahun 2011adalah 93,68% dan pada Tahun 2012 92,46% dan 
mengalami penurunan sebesar 1,22%. Rasio Belanja Modal pada Tahun 2011 
sampai dengan 2012 meningkat 0,11% dari 92,35% meningkat menjadi 92,46%, 
ini menunjukkan Belanja Modal sudah cukup baik ada peningkatan.  Rata-rata 
pertumbuhan Rasio Keserasian Belanja Operasi  dari tahun 2011 sampai 2012 
adalah 93,07%, sehingga dirasa sudah cukup baik, dan Rasio Belanja Modal 
adalah 92,36%.Efiensi Belanja pada Tahun 2011 adalah 92,70% dan pada Tahun 
2012 adalah 94,56% hal ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD 
Pemerintah berada >90%-100%, maka hal ini mengindikasikan Kinerja Keuangan 
Pelaksanaan APBD pada Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2011 sampai 2012 
sudah baik tetapi harus ditingkatkan kembali. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntut 
pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. 
Otonomi daerah melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan 
keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya 
yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu 
sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keleluasaan 
untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada 
masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlakukan 
adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.  
Dalam Peraturan Daerah khusunya lembaga pengelolan keuangan 
daerah yang berwenang dalam hal pendapatan, anggaran, pelaporan dan 
asset. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan 
organisasi dan tata kerja dinas daerah sebagai tindak lanjuti Perda dengan 
peraturan pelaksanaan melalui peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 
tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Asset tertanggal 24 Desember 2008.Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset  Kabupaten Kulon Progo 
telah berupaya melaksanakan fungsi dan ketugasan yang diberikan. Sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
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Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset berfungsi sebagai institusi yang membantu Bupati 
dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengemban fungsi 
tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset telah 
menetapkan sasaran organisasi untuk periode tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2016 yang tersusun dalam Restra Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Kabupaten Kulon Progo adalah meningkatkan kemampuan SDM 
dalam penugasan, kreativitas pengembangan berlandaskan disiplin kerja, 
meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketugasan untuk 
memberikan kepuasan layanan yang diberikan serta efektifitas, efisiensi 
pekerjaan, mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 
daerah yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 
daerah yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan 
kemampuan keuangan daerah, mengoptimalkan pengelolaan asset daerah. 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaisalah satu pemerintah daerah 
yang dijadikan perencana proyek otonomi daerah dan riset telah 
memprakarsai untuk menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah 
publikasian. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 
disusun berdasarkan ketentuan. Otonomi daerah mengakibatkan 
desentralisasi sistem pemerintah pada Kabupaten Kulon Progo, karena itu 
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Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai pihak yang 
diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo sudah teralisasi 
dengan baik atau tidak. Sejauh mana Pemerintahan Kabupaten Kulon 
Progo melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak 
perlu, dan pengeluaran tidak tepat sasaran. Apakah Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan 
efektif (value for money ). Masyarakat atau penduduk sebagai salah satu 
sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam 
pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek 
pembangunan yang menginginkan adanya transparansi Laporan Realisasi 
APBD yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo sehingga 
masyarakat atau penduduk juga dapat memantau Kinerja Keuangan 
Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo apakah berjalan dengan baik atau 
tidak.Untuk mencapai tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2012 komitmen 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan adalah berupaya mewujudkan 
tujuan dan sasaran dimaksud melalui berbagai kebijakan, program, dan 
kegiatan yang telah ditetapkan sejak perencanaan anggaran, seperti yang 
tertuang dalam Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan 
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan 
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periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan 
yang terjadi. Seperti peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 
Ayat 8 yang berbunyi “SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 
dalam APBN/APBD”. Adapun cara lain untuk membandingkan rasio 
keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain 
yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat 
bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap 
pemerintah daerah lainnya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu 
karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul “ANALISIS LAPORAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 
2011-2012”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
1. Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset anggaran 
dan realisasi belum bisa seperti yang dianggarkan. 
2. Pelaporan realisasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset masih belum tepat waktu. 
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3. Pelaksanaan yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset masih belum bisa direalisasikan sesuai yang dianggarkan. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Dalam penelitian ini penulis akan membatasi pembahasan masalah 
yaitu bagaimana Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD pada Pemeritahan 
Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2012. Adapun data yang dipakai 
adalah Laporan realisasi APBD.  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah di atas maka permaslahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kinerja Keuangan pelaksanaan APBD pada Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2012? 
2. Bagaimana realisasi anggaran periode 2011-2012? 
3. Bagaimana pelaksanaan anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten 
Kulon Progo? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD pada 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2012. 
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2. Mengetahui bagaimana anggaran dan realisasi sudah sesuai dengan 
peraturan pemerintah Kabupaten Kulon Progo.  
3. Untuk mengetahui bagaimana realisasi dan anggaran sudah berjalan 
dengan baik atau belum berjalan dengan baik.  
 
F. Manfaat Penelitian 
Pengharapan dari penelitian yang dilaksanakan ini ialah memberikan 
beberapa manfaat antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa  
Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan 
apa yangtelah diperoleh dari bangku kuliah. Untuk mengetahui 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo  periode 2011-2012.   
2. Bagi Instansi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam 
pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi. 
3. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Hasil ini dapat dijadikan pengetahuan dan sebagai bahan 
perbandingan atau referensi dalam penelitian berikutnya. 
 
7 
 
BAB II  
KAJIAN PUSTAKA  
A. Dasar Teori  
1. Kinerja Keuangan  
Kinerja (performance) menurut Amin Widjaja Tunggal (2010: 
521) diartikan sebagai dari suatu entitas selama periode tertentu 
sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja 
diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu 
pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu 
aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja Keuangan 
adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan 
daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan 
menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu 
kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 
anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja keuangan tersebut berupa 
rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan 
pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. 
Menurut Indra Bastian (2006: 276-277) aspek-aspek Kinerja 
Keuangan diukur, yaitu sebagai berikut:  
a. Aspek finansial 
b. Kepuasan pelanggan 
c. Operasi dan bisnis internal 
d. Kepuasan pegawai 
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e. Kepuasan komunitas dan stockholder/stakeholder; dan  
f. Waktu 
Menurut Mardiasmo (2004: 121) Pengukuran Kinerja 
Keuangan dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan: 
a. Untuk membantu memperbaiki Kinerja Keuangan pemerintah. 
b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 
c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 
komunkasi kelembagaan. 
Penilaian Kinerja adalah melakukan pengukuran hasil 
berikutnya dalam bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenang 
manajer tersebut Mulyadi (1997: 429).  
Sehingga menurut saya Kinerja adalah pengukuran 
keberhasilan suatu aktivtas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Kinerja 
Keuangan adalah tingkat hasil pencapaian dari suatu aktivitas untuk 
menghasilkan barang ataupun jasa, sehingga tercipta kepuasan atas 
aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. 
 
2. Pengelolaan Keuangan Daerah  
Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana 
secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah., 
dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan 
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antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan 
diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat 
dan daerah.  
 
3. Anggaran Pemerintah  
a. Pengertian Anggaran  
Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik 
yang kegiatannya berkaitan dengan usaha memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah 
dituntut untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang 
dimilikinya seefektif mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Diperlukan perencanaan yang matang terutama 
dalam penggunaan keuangan Pemerintah Daerah, karena pada 
dasarnya keuangan daerah ini dituangkan dalam bentuk anggaran. 
Mardiasmo (2004: 62) menyebutkan bahwa anggaran 
sektor publik didefinisikan menjadi:  
“Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang 
direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan 
belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, 
anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan 
kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 
mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. 
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Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik 
merupakan rencana finansial yang menyatakan: 
1) Beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat 
(pengeluaran/belanja); dan  
2) Beberapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang 
untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)” 
Dari pengertian anggaran yang diungkapkan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan 
yang berisi perkiraan pengeluaran dan sumber pendapatannya 
untuk suatu periode tertentu. 
b. Fungsi Anggaran  
Anggaran sektor publik seperti yang diungkapkan Indra 
Bastian  (2006: 164), mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:  
1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana 
kerja. 
2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan 
dilaksanakan di masa mendatang.  
3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 
berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan 
bawahan. 
4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 
5) Anggaran sebagai alat motivas dan persuasi tindakan efektif dan 
efisien dalam penapaian visi organisasi.  
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6) Anggaran merupakan instrumen politik. 
7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. 
Menurut Mardiasmo (2004: 63) fungsi anggaran yaitu:  
1) Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 
2) Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 
3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiskal Tool) 
4) Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 
5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 
(Coordination and Comunication Tool)  
6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance 
Measurement Tool) 
7) Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) 
8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Publik 
Sphere) 
c. Jenis-jenis Anggaran 
Penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber 
daya keuangan untuk berbagai tujuan. Penganggaran dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi pemerintah yang 
bersangkutan. (Indra Bastian, 2006: 166-171) mengemukakan jenis 
anggaran sebagai berikut:  
1) Line-Item Bugeting  
Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga 
dikenal tradisional budgeting. Organisasi bisnis maupun sektor 
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publik pada umumnya menggunakan model ini dalam 
penyusunan anggaran karena model ini relatif mudah dan 
sederhana. Cara penyusunan anggaran dilakukan dengan merinci 
jenis pendapatan dan belanja (nature atau object). Line-Item 
Budgeting memiliki kelemahan karena tidak bisa mengetahui 
jumlah yang dialokasikan kepada setiap unit sebagai 
responsibility center. Selain itu model ini, tidak bisa mengukur 
tingkat aktivitas (sector) yang telah direncanakan dan 
diprioritaskan.  
2). Incremental Budgeting  
Penganggaran dengan metode Incremental Budgeting pada 
dasarnya menggunakan line-item budgeting, tetapi dilakukan 
dengan menambahkan atau mengurangkan nilai anggarannya 
dari tahun sebelumnya. Kelemahan dari metode ini adalah 
memungkinkan adanya pendapatan dan belanja yang sudah 
tidak sesuai dengan kenyataan. 
3) Planning Program Budgeting Syistem (PPBS) 
Model PPBS dikembangkan untuk memungkinkan para 
pengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan 
ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada. Di 
dalam model ini digunakan cost and benefit analisys. 
Kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang 
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lama (time consuming) dan secara teknis sulit dipraktikan oleh 
para penyusun anggaran. 
4) Zero-Based Budgeting(ZBB) 
Sesuai dengan namannya, anggaran disusun dari NOL 
meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses 
penganggaran. Keuntungan dari metode ini adalah menghapus 
ketidakefektifan satu program, memungkinkan program baru, 
pada setiap aktivitas ada tujuan yang jelas dan melibatkan 
seluruh level. Kerugian menggunakan Zero-Based Budgeting 
(ZBB) adalah terlalu optimis bahwa perhitungannya mudah, 
tidak mengkonsilidasi unit, dan rangking tidaklah mudah dan 
sering tidak sesuai dengan tujuannya.  
5) Performance Budgeting  
Metode Performance Budgeting, anggaran disusun berdasarkan 
pada kinerja yang dapat diukur dengan (measurable 
performance) dari berbagai kegiatan. Faktor penentu dalam 
metode ini efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan 
menetapkan standar biaya (cost standart). Kelebihan metode 
ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan 
adanya standar biaya berdasarkan kegiatan masa lalu. 
Kelemahannya adalah sulitnya mengukur performance setiap 
aktivitas pemerintahan, disamping kesiapan aparat negara 
dalam melaksanakan metode ini dengan baik. 
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d. Prinsip-prinsip Anggaran 
Agar anggaran sektor publik dapat berjalan sebagaimana 
mestinya maka diperlukan prinsip-prinsip yang mengatur anggaran 
tersebut. Indra Bastian (2006: 178) mengungkapkan prinsip-prinsip 
anggaran sektor publik adalah sebagai berikut: 
 
1) Demokratis 
Demokratis mengandung makna bahwa anggaran negara (di 
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah), baik yang 
berkaitan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, 
harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan 
sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan 
mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.  
2) Adil  
Adil berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan 
secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara 
proposional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat 
sesuai dengan kebutuhannya. 
3) Transparan  
  Transparan yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta 
pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja 
oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum. 
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4) Bermoral Tinggi  
Bermoral tinggi berarti bahwa pengelolaan anggaran negara 
harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, dan 
juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. 
5) Berhati-hati 
Berhati-hati bahwa pengelolaan anggaran negara harus 
dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang 
terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika 
dikaitkan dengan unsur hutang negara. 
6) Akuntabel  
Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara 
haruslah dapat dipertanggungjaawabkan setiap saat secara intern 
maupun ekstern kepada rakyat.  
Sedangkan menurut Mardiasmo (2004: 67) prinsip-prinsip 
anggaran sektor publik meliputi:  
1) Otorisasi oleh legislatif  
Anggaran publik harus mendapatkan otorisassi dari 
legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif terlebih dahulu sebelum 
eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 
2) Komprehensif 
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-
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budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat 
komprehensif. 
3) Keutuhan anggaran 
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun 
dalam dana umum (general fund) 
4) Nondiscretionary Appropriation 
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus 
termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif 
5) Periodik  
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat 
bersifat tahunan maupun multi tahunan 
6) Akurat 
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan 
yang tersembunyi (hidden reserve) yang dijadikan sebagai 
kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat 
mengakibatkan unculnya underestimate pendapatan dan 
overestimate pengeluaran  
7) Jelas  
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami 
masyarakat, dan tidak membingungkan. 
8) Diketahui publik  
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 
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4. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik  
Anggaran dapat terlaksana dengan baik apabila anggaran 
tersebut disusun secara baik pula. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran 
merupakan rangkaian proses anggaran. Mardiasmo (2004: 68) 
mengungkapkan tujuan proses penyusunan anggaran:  
Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:  
a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan 
koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 
b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan 
barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan  
c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja 
d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah 
kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam 
bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan 
untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi 
pengeluaran tersebut.  
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang 
Peraturan Daerah, Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Anggaran pendapatan 
dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.  
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 
rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
 
6. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Berdasarkan pengertian keuangan daerah menyebutkan bahwa 
dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan 
kewajiban. Pemerintah Daerah memerlukan suatu rencana keuangan 
setiap tahunnya, yaitu dengan menyusun APBD.  
Dalam penyusunan APBD, strukturnya mengalami beberapa kali 
perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan peraturan 
yang mengaturnya. Dilihat dari struktur, maka sesuai dengan kententuan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
Strukur Anggaran Pendapatan dan Belanja dibagi menjadi pendapatan, 
belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. 
Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur dan belanja 
administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja 
modal, belanja transfer, dan belanja tidak tersangka. Pembiayaan 
merupakan penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.  
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Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah secara 
lengkap dapat digambarkan sebagai berikut :  
Tabel 1. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Sesuai denganPeraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005) 
NO URAIAN JUMLAH 
(1) (2) (3) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
2 
2 
2 
 
1
1
1 
1 
1 
2 
2
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
 
1 
1 
 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
1 
1 
2 
3 
 
1 
2 
3 
 
4 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan  
Lain-lain Pendapata Asli Daerah Yang Sah 
DANA PERIMBANGAN 
Dana Bagi Hasil 
Dana Baagi Hasil Pajak  
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pendapatan Hibah  
Pendapatan Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya  
 
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya 
 
BELANJA  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
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1 
2 
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1 
2 
3 
4 
5 
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1 
2 
3 
4 
 
Belanja Pegawai  
Belanja Bunga  
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/ dan Pemerintah Desa 
Belanja Bantuan Keuangan 
Belanja Tak Terduga 
BELANJA LANGSUNG  
Belanja Pegawai 
Belanja Barang Jasa  
Belanja Modal  
 
PEMBIYAAN  
PENERIMAAN PEMBIAYAAN  
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 
Pencairan Dana Cadangan  
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Penerimaan Pinjaman Daerah  
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
Penerimaan Piutang Daerah  
PENGELUARAN PEMBIAYAAN  
Pembentukan Dana Cadangan 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayatan Pokok Utang  
Pemberian Pinjaman Utang  
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 
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7. Manfaat Realisasi Anggaran 
Manfaat informasi Relaisasi Laporan Anggaran mencakup hal 
berikut: 
a. Laporan Realisassi Anggaran menyediakan informasi mengenai 
realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit, dan 
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. Menyediakan informasi 
mengenai sumber alokasi dana dan penggunaan sumber daya 
ekonomis serta menyediakan informasi mengenai realisasi 
anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan 
anggaran.  
b. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 
dalam memprediksi sumber daya ekonomis yang akan diterima 
untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam 
periode mendatang dengan cara menyajikan informassi kepada para 
pengguna  laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan 
sumber daya ekonomis.   
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8. Belanja Daerah  
Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui 
sebagai pengangguran nilai kekayaan bersih dari periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan  Kepmendagri No. 29 Tahun 
2002 Belanja terdiri dari:  
a. Belanja aparatur daerah  
b. Belanja pelayanan publik  
c.  Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 
d. Belanja Tidak Tersangka 
Masing-masing  Belanja yang meliputi belanja bdministrasi 
umum, belanja operasi, dan pemeliharaan serta belanja modal. Belanja 
tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat 
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah 
daerah, yaitu: 
a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk  
penyediaan sarana dan prasana langsung dengan pelayanan 
masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun 
Anggaran yang bersangkutan 
b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun 
Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.  
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Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk 
pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti 
lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan. 
b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan 
datang seperti lazimnya piutang. 
c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya penyertaan 
modal atau investasi. 
Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Belanja menurut 
kelompok belanja terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung  
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang 
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari:  
1) Belanja pegawai 
2) Belanja bunga 
3) Belanja subsidi 
4) Belanja hibah 
5) Belanja bantuan sosial 
6) Belanja bagi hasil 
7) Belanja keuangan  
8) Belanja tidak terduga  
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b. Belanja Langsung  
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan 
yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis yang terdiri dari: 
1) Belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran 
honorarium/upah dalam menjalankan program dan kegiatan 
pemerintah daerah 
2) Belanja barang dan jasa  
3) Belanja modal. 
 
9. Kinerja Keuangan  
a. Peraturan Kinerja  
Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 
Pembinanaan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum. 
Penetapan hasil penilaian kerja badan layanan umum. Bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor 55/PB/2013 tentang Pendoman Penilaian 
Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan 
umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinttah Nomor 74 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 
Nomor 171. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340).  
1) Penilaian terhadap rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kas, 
Rasio Lancar, Periode Penagihan Piutang, Perputaran Aset 
Tetap, Imbalan atas Aset Tetap, Imbalan Ekuitas dan Rasio 
PNBP terhadap Biaya Operasional dan  
2) Pencaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan badan 
layanan umum yang terdiri dari: 
a) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis dan anggaran 
(RBA) definitif 
b) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan 
berdasarkan standar akuntansi keuangan  
c) Penyampaian surat perintah pengesahan pendapatan dan 
belanja BLU  
d) Penyusunan tarif layanan 
e) Persetujuan sistem akuntansi 
f) Persetujuan pembukaan rekening 
g) Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) 
pengelolaan kas  
h) Penyusunan SOP pengelolaan piutang  
i) Penyusunan SOP pengelolaan utang  
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j) Penyusunan SOP pengadaan barang dan jasa  
k) Penyusunan SOP pengelolaan barang inventaris  
b. Tujuan Pengukuran Kinerja  
Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:  
1) Untuk mengkomunikasikan secara lebih baik (top down atau 
button-up) 
2) Untuk mengukur kinerja financial dan non-financial secara 
berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian 
strategi  
3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentinngan manajer level 
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai 
keselarasan tujuan (goal congruence) 
4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 
individual dan kemampuan kolektif yang rasional 
c. Manfaat Pengukuran Kinerja  
Adapun manfaat pengukuran kinerja adalah  
1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan 
untuk menilai kinerja manajemen  
2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah 
ditetapkan  
3) Untuk memonitor, mengevaluasi pencapaian kinerja dan 
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan 
tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja  
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4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman 
(reward dan  punishment) secara obyektif atas pencapaian 
prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja 
yang telah disepakati 
5) Sebagai alat komuikasi antara bawahan dengan pimpinan  dalam 
rangka memperbaiki kinerja organisasi  
6) Membantu menidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 
terpenuhi  
7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 
objektif  
 
10. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 105 2000 
disebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan 
daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti untuk 
mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari 
keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD yang 
ditetapkan.  
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan sesuatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi perlu dilakukan 
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untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan untuk 
membuat program perbaikan apabila diperlukan. 
a. Analisis Rasio Keuangan  
Dalam menilai kinerja suatu entitas diperlukan alat untuk 
menganalisis laporan keuangannya, salah satu alat yang sering 
digunakan adalah analisis rasio terhadap laporan keuangan. Rasio 
keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 
antara suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 
mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan sehingga akan 
nampak dengan jelas berbagai indikator keuangan yang dapat 
menggunakan posisi, kondisi keuangan suatu entitas, maupun kinerja 
yang telah dicapai oleh entitas tersebut untuk suatu periode tertentu. 
1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) 
adalah rasio yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai 
kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 
penyelenggaraan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah 
ditunjukkan dengan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal 
dari sumber yang lain, misalnya dari pinjaman atau bantuan 
pemerintah pusat (DAU/DAK).  
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 
terhadap sumber dana ekstern. Maka sebagai tolak ukur 
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penilaian, semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti 
bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern 
(terutama pemerintah pusat dan provinsi), semakin rendah dan 
demikian pula sebaliknya.  
2)  Rasio Share 
Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja 
daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah 
untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. 
Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan 
keuangan daerah. 
3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur efektivitas kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan 
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah 
Kemampuan pemerintah daerah menjalankan tugas 
dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 
(satu) atau 100 persen. Semakin tinggi Rasio Efektivitas 
menggambarkan kemempuan daerah yang semakin baik.  
4) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah  
Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan 
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
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diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemingutan 
pendapatan tersebut efisiensi atau tidak. 
Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan 
pendapatan dikategorikan efisien bila rasio yang dicapai kurang 
dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. 
5) Rasio Keserasian 
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 
pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana 
yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja 
pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kescil.  
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya belaja rutin 
maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, 
karena sangat mempengaruhi oleh dinamisasi kegiatan 
pembangunan dan besarnya kebutuhan invetasi yang diperlukan 
untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.  
6) Rasio Pertumbuhan  
Rasio Pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa 
besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan 
dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode 
berikutnya.. dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat 
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digunakanmengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 
mendapatkan perhatian.  
B. Kerangka Berpikir  
Dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerintah daerah 
dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, 
mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta 
meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh 
potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan 
pembangunan ini tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan 
yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi 
pembangunan daerah. Dalam instansi pemeritahan pengukuran kinerja 
tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah 
laporan keuangan dalam suatu perusahaan. 
Analisis Laporan Keuangan suatu pemerintah daerah merupakan 
suatu alat untuk mengetahui tingkat risiko atau tingkat kesehatan Kinerja 
Keuangan suatu pemerintah daerah. Terdapat beberapa metode dalam 
analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak 
digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis belanja 
daerah. Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk 
mengevaluasi dan menginterpresentasikan laporan keuangan. Hasil dari 
perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterprestasikan, sehingga 
darinya dapat dievaluasi Kinerja Keuangan.  
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Analisis Belanja operasi terhadap Total Belanja, dan Analisis 
belanja Modal terhadap Total Belanja bermanfaat untuk mengetahui 
keseimbangan antar belanja. Analisis rasio Efisiensi Belanja digunakan 
untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan 
pemerintah.  
 
C. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana Kinerja Keuangan pelaksanaan APBD pada Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2012? 
2. Bagaimana realisasi anggaran periode 2011-2012? 
3. Bagaimana pelaksanaan anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten 
Kulon Progo? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian yang akan dilakukan di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo yang terletak di 
Jalan Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo. Waktu penelitian pada awal 
bulai Mei sampai akhir Mei 2014.  
 
B. Objek Penelitian  
Objek Penelitian ini adalah data keuangan, khususnya Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 sampai tahun 2012.  
 
C. Jenis dan Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: data 
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber seperti wawancara 
langsung dengan seksi Pengumpulan dan Pengolah Data Pelaporan 
Keuangan Daerah di bidang Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo dan data 
sekunder internal yang bersifat kuantitatif, yaitu laporan realisasi APBD 
Kabupaten Kulon Progo. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, 
diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Sumber dan penelitian diperoleh 
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dariDinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Kabupaten Kulon 
Progo. 
 
D. Teknik Analisis Data  
Tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja 
subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan 
perhitungan Menteri Keuangan meimbang bawa untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 69 ayat (4) Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja 
Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan. Keputusan Presiden 20/P 
Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.  
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis 
deskriptif, sedangkan alat untuk menganalisis laporan keuangan digunakan 
alat laporan pertanggungjawab pelaksaaan APBD. Sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan, maka teknik analisa data yang digunakan 
adalah analisis kuantitatif yaitu data atau informasi yang berbentuk angka-
angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membandingkan 
satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif.  
Analisi belanja daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan untuk 
mengetahui tingkat risiko atau tingkat kesehatan Kinerja Keuangan suatu 
pemerintah daerah. Analisis belanja daerah terdiri dari analisis  belanja 
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operasi terhadap total belanja, Analisis belanja modal terhadap total 
belanja, dan Analisis rasio efisiensi belanja dengan menggunakan rumus 
berikut: 
1. Analisis belanja operasi terhadap total belanja  
Rasio Belanja Operasi Terhdap Total Belanja = 
X100% 
2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja 
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja = 
X100% 
3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja 
Analisis Rasio Efisiensi Belanja = X 100% 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan untuk 
menentukan baik buruknya penelitian. Pengumpulan data disini 
merupakan suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta 
kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 
1. Metode Wawancara  
Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara 
bertanya langsung kepada responden.  
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Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang 
berhubungan dengan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD.  
2. Metode Dokumentasi  
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1996:234) 
Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data yang terkait 
dengan gambaran umum instansi, dan data-data laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2012. 
3. Metode Observasi  
Metode Observasi merupakan penelitian secara langsung yang 
digunakan untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian tetapi belum terungkap melalui metode dokumentasi.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Tinjauan Umum dan Obyek Penelitian 
1. Data Umum  
a. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Dengan berlakunya Otonomi Daerah yang mulai 
diberlakukan tahun 2011, maka, Pemerintah Kabupaten Kulon 
Progo menetapkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan 
masyarakatnya, pengembangan sumber daya daerah, ketahanan 
sosial, budaya bewawasan kebangsaan serta didukung dengan 
pemerintah yang baik serta bersih. Untuk dapat mewujudkan 
pemerintah yang baik serta bersih maka terbentuk Badan Pengelola 
Keuangan Daerah berdasarkan pada UU No.2 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 perimbangan 
keuangan antara pusat daerah, dan ditindak lanjuti dengan 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta 
Peraturan Kulon Progo No. 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupate 
Kulon Progo berdiri pada tanggal 4 April 1999 dan merupakan 
salah satu Instansi aatau Lembaga Daerah yang dibentuk oleh 
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Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan gabungan 
antara Bagian Keuangan, Sekertaris Daerah, dengan Pendapatan 
Daerah dan mempunyai unsur penunjang Pemerintah Daerah 
Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
membantu dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang keuangan 
daerah dan pendapatan. 
Dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah 
di Kabupaten Kulon Progo dan untuk melaksanakan fungsinya, 
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengupayakan 
optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan intensifikasi 
melalui pemanfaatan segenap potensi dan sumber daya yang ada 
secara berkesinambungan yang berwawasan, lingkungan dalam 
rangka peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah, seiring 
dengan tingkat perkembangan potensi dan sumber daya sehingga 
arah pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara 
terarah dan terpadu.  
Perubahan kelembagaan dilaksanakan untuk menindak 
lanjuti perubahan Peraturan Perundangan yang berlaku sejak UU 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
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Daerah serta dijabarkan dalam Permendagri Noor 59 Tahun 2007 
tentang kelembagaan baru. 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 
perubahan organisasi perangkat daerah khusunya lembaga 
pengelolan keuangan daerah yang berwenang dalam hal 
pendapatan, anggaran, pelaporan dan asset. Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata 
kerja dinas daerah sebagai tindak lanjuti Perda dengan peraturan 
pelaksanaan melalui peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 
tetntang uraian tugas pada unsur organisasi terendah Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset tertanggal 24 Desember 
2008. 
Atas dasar-dasar inilah, sejak tanggal 3 Januari 2009 
terbentuklah Dinas Pendapatan Pegelolaan Keuangan Asset 
(DPPKA) Kabupaten Kulon Progo baik secara kelembagaan, tugas 
maupun fungsi.   
DPPKA Kabupaten Kulon Progo telah berupaya 
melaksanakan fungsi dan ketugasan yang diberikan. Sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tetntang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, DPPKA berfungsi 
sebagai institusi yang membantu Bupatidalaam bidang pengelolaan 
keuangan daerah. Untuk mengemban fungsi tersebut, DPPKA telah 
menetapkan sasaran organisasi untuk periode tahun 2011 sampai 
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dengan tahun 2016 yang tersusun dalam Restra DPPKA. Untuk 
tahun anggaran 2012, sasaran-sasaran tersebut telah tercapai sesuai 
dengan yang diharapkan. Dari hasil pengukuran kinerja secara 
keseluruhan DPPKA memperoleh capaian kinerja sebesar 98,08% 
dengan kategori Cukup berhasil. Upaya pencapaian sasaran 
tersebut ditempuh melalui pelaksanaan kebijakan, program dan 
kegiatan degan berpedoman pada Restra, Renja dan Dokumen-
dokumen perencanaan lain yang relevan serta seluruh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Program-program DPPKA 
meliputi 7 program, yang tersebar dalam 54 kegiatan.  
Capaian dari semua sasaran meliputi: 1) Terwujudnya 
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, mencapai 
98,86%; 2) Terwujudnya peningkatan daya guna dan hasil sarana 
dan prasarana aparatur, mencapai 100%; 3) Terwujudnya 
peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur, mencapai 91%; 
4) Terwujudnya peningkatan kualitas capaian kerja, mencapai 
100%; 5) Terwujudnya Penyusunan dokumen perencanaan SKPD, 
mencapai 100%; 6) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan 
pengawaasan dan pengendalian program, mencapai 100% dan 7) 
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah, mencapai 99,20%.  
Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, 
DPPKA terus berusaha melaksanakan fungsi dan ketugasan dengan 
41 
 
 
 
sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi 
dalam pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan 
ketugasan pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian kinerja yang 
ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian 
kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami sajikan 
dengan segala ketebatasan yang ada.  
Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas 
dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak 
yang berkepentingan (stakeholders). Umpan balik (feed back) atas 
segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan 
guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa 
yang akan datang. 
b. Gambaran Umum DPPKA  
Dalam menjalankan tugas pemerintah, pembangunan dan 
kemasyarakatan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan hak 
yang seimbang berdasarkan peraturan perundang-undagan yang 
berlaku sebagai amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat 
yang adil dan makmur. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi 
seorang pemimpin/ kepala daerah yang selanjutnya dilakukan 
pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang ada. Dengan 
pembagian tugas ini diharapkan akan terjadi optimalisasi peran 
sehingga pemberian pelayanann dan pemenuhan kebutuhan 
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masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 
keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang 
diharapkan.  
Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal 
pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan perencanaan, 
penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas 
keuangan daerah yang meliputi sisi pendapatan, belanja maupun 
pembiayaan. Pengelolaan pendapatan yang maksimal yang dapat 
mewujudkan kemampuan keuangan daerah serta adanya perhatian 
pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan 
keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan 
kemampuan keuangan yang ada.  
c. Visi dan Misi  
Visi merupakan cara pandang Jauh ke depan yang berisikan 
cita dan citra yang ingin diwujudkan, yakni : “Hendak menjadi apa 
DPPKA Kabupaten Kulon Progo di masa depan, dan sekaligus 
menentukan arah perjalanannya”, karena DPPKA merupakan 
bagian intergral dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang 
secara logis visinya merupakan turunan dan mendukung Visi 
DPPKA Kabupaten Kulon Progo sangat penting sebagai sumber 
acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran 
pimpinan staf. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-
nilai yang dianut oleh seluruh anggota institusi DPPKA, dan 
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dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal 
yang ada. 
Visi : 
“Mewujudkan pelayanan prima melalui pengelolaan 
keuangan daerah secara profesional”  
1) Pelayanan prima, dimaksudkan bahwa semua aparatur yang 
terlibat mulai dari unsur pimpinan hingga unsur pelaksana harus 
dapat memberikan kepuasan terbaik dan bermanfaat kepada 
semua pihak yang terkait dengan cara yang ramah dan santun 
degan tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan; 
2) Pengelolaan Keuangan adalah cara-cara pelaksanaan sistem dan 
prosedur keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, optimalisasi sumber-sumber pendapatan untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan daerah sebagai pendukung 
pelaksanaan otonomi Daerah; 
3) Profesional, yang dimaksudkan adalah terbentuknnya SDM 
yang memiliki integritas, kemampuan dan penguasaan akan 
ketugasannya sehingga mampu menemukan permasalahan dan 
mencari alternatif pemecahannya serta kreativitas 
pengembangan dengan didasari rasa tanggung jawab dan 
disiplin yang tinggi. 
 
 
44 
 
 
 
Misi  
Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan 
pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat lebih mengetahui 
peran ketugasan dan program-program serta hasil yang akan 
diperoleh di masa akan datang. Misi DPPKA adalah: 
1) Meningkatkan kemampuan SDM salam penugasan ketugasan, 
kreativitas pengembangan berlandaskan disiplin kerja; 
2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketugasan untuk 
memberikan kepuasan layanan yang diberikan serta efektifitas, 
efisiensi pekerjaan. 
3) Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 
daerah yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
4) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 
5) Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah. 
 
d. Fungsi DPPKA Kabupaten Kulon Progo 
Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Kulon Progo adalah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dan membantu di bidang pendapatan pengelolaan 
keuangan dan aset. Untuk melaksanakan fungsi tersebut  Maka 
tugas DPPKA adalah: 
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1) Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan. 
2) Menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan 
perbendaharaan. 
3) Menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan. 
4) Menyelenggarakan kegiatan di bidang aset. 
5) Melaksanakan kegiatan ketata usahaan. 
e.Tujuan  Strategi, dan Kebijakan DPPKA Kabupaten Kulon Prog0 
1) Tujuan adalah merupakan suatu langkah yang hendak dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka menengah atau 1 (satu) tahun sampai 
dengan 5 (lima) tahun mendatang.  
Tujuan DPPKA Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:   
a) Mengembangkan sistem dan prosedur pelaksanaan 
pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.  
b) Meningkatkan pendapatan daerah. 
c) Meningkatkan  kualitas sumber daya manusia (SDM). 
d) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang. 
2)  Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 
organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun 
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan 
adalah sebagai berikut: 
a) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan 
pendapatan. 
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b) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan 
keuangan. 
c) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset 
daerah. 
d) Terwujudnya peningkatan pendidikan dan keterampilan 
aparatur pemerintah. 
e) Terwujudnya daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana 
kerja. 
f) Terwujudnya peningkatan pelayanan adminisraasi perkantoran. 
g) Terwujudnya peningkatan kualitas Kinerja pemerintah daerah. 
h) Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan SKPD. 
i) Terwujudnya pengawasan dan pengendalian program. 
3) Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset 
(DPPKA) Kabupaten Kulon Progo  
 Strategi merupakan upaya teknis untuk mewujudkan tujuan 
yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh berbagai upaya 
pencapaian tersebut. Sesuai dengan tujuan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Asset (DPPKA) Kabupaten Kulon progo 
yang telah ditetapkan maka strategi terpilih dan efektif adalah 
melalui: 
a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik 
dari segi pelayanan maupun keterampilan dan 
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pengetahuantentang administrasi pengelolaan keuangan yang 
berbasis kinerja. 
b) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang dan 
mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi 
pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan perangkat 
software yang memadai. 
c) Meningkatkan sistem dari prosedur pelaksanaan pengelolaan 
administrasi keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. 
d) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaksana 
pengelolaan administrasi keuangan. 
 
4) Kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset 
(DPPKA) Kabupaten Kulon Progo. 
  Terkait dengan tujuan dan strategi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Asset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo, 
maka perlu diambil langkah dan tindakan yang mendasarkan pada 
arah kebijakan yang akan di tempuh. Kebijakan ini akan 
digunakan sebagai pedoman dan kegiatan yang relevan serta 
mendukung keseluruhan tujuan Dinas Pendapatan 
PengelolaanKeuangan Asset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo. 
Sehingga diharapkan secara bertahap visi ke depan akan 
terwujud. 
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  Kebijakan : “Meningkatkan sarana dan prasarana 
pendukung, peningkatan dan pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah”.  
f. Struktur Organisasi  
1) Kepala Dinas: 
Fungsi kepala dinas adalah: 
Sebagai pimpinan tertinggi di Dinas PendapatanPengelolaan 
Keuangan dan Aset Wates Kulon Progo dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. Tugas dan Uraian Tugas Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kulon Progo adalah:  
a) Memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan dinas 
pendapatan. 
b) Mengatur dan membimbing seluruh karyawan DPPKA. 
c) Menerima tamu dari luar yang berhubungan dengan DPPKA. 
d) Memimpin rapat antara DPPKA dengan pihak dinas lain. 
e) Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan di DPPKA ke 
hadapan Bupati Kulon Progo. 
2) Bidang Sekretariat 
Fungsi bidang sekretariat adalah: 
a) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan umum. 
b) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian. 
c) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. 
Tugas dan uraian tugas bidang sekretariat: 
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a) Sub bagian umum dan kepegawaian: 
(1) Mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan, serta bahan lain yang 
berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian 
(2) Menyusun program kerja per sub bagian  
(3) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
Sub Bagian. 
(4) Melaksanakan perencanaan dan pengadaan tanah untuk 
kepenting umum dengan luasan kurang dari 1 (satu) hektare 
(5) Melaksanakan pengelolaan barang Dinas, yang meliputi: 
(a) Melaksanakan pengelolaan barang persediaan. 
(b) Menyusun laporan pengelolaan barang. 
(c) Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, 
mengatur penggunanaan, pemeliharaan dan usul  
penghapusan barang inventaris dinas. 
(6) Melaksanakan pengelolaan ketata usahaan meliputi: 
(a) Melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan, 
kearsipan, dan dokumentasi. 
(b) Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana 
perjalanan dinas. 
(7) Melaksanakan fungsi kehumasan dinas 
(8) Menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga 
(9) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi: 
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(a) Mengusulkan kenaikan gaji berkala kepala dinas. 
(b) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai. 
(c) Menyiapkan usulan pengangkatan CPNS (Calon Pegawai 
Negeri Sipil) menjadi PNS (Pegawai Negari Sipil), 
kenaikan pangkat, penempatan jabatan, mutasi, pensiun, 
perubahan gaji, dan sanksi. 
(d) Menyusun dan mengkoordinasi perencanaan pendidikan 
dan pelatihan. 
(e) Menyiapkan bahan penyelanggaraan penilaian dan 
memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional 
tertentu.  
 
b) Sub bagian perencanaan: 
(1) Menyusun rencana program, monitoring, dan evaluasi kegiatan. 
(2) Menyiapkan dan memproses bahan penyusunan 
laporanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
(3) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang  - 
undangan, pedoman, petunjuk teknis, serta bahan lain yang 
berkaitan dengan perencanaan. 
(4) Menyiapkan bahan dan memproses bahan penyusunan rencana 
kerja tahunan dinas. 
(5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian dan dinas. 
c) Sub bagian keuangan: 
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(1) Menyusun Rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana 
anggaran. 
(2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, 
petunjuk pelaksanaan dan bahan lain yang berkaitan dengan 
keuangan. 
(3) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dinas. 
(4) Melaksanakan perhitungan realisasi anggaran. 
(5) Mengelola belanja tidak langsung non gaji. 
3) Bidang PBB P2 dan BPHTB 
Fungsi Bidang PBB P2 dan BPHTB adalah penyelenggaraan 
pendataan dan pelayanan, penetapan dan penerimaan serta penagihan 
dan pengawasan PBB P2 dan BPHTB. 
Tugas dan uraian tugas bidang PBB P2 dan BPHTB: 
a) SeksiPendataan dan Pelayanan PBB P2 dan BPHTB 
(1) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(2) Menyiapkan bahan penyusunan estimasi penerimaan PBB P2 
dan BPHTB. 
(3) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan teknis 
yang berkaitan dengan pendataan dan pelayanan PBB P2 dan 
BPHTB. 
(4) Menyiapkan bahan penyusunan estimasi penerimaan PBB P2 
dan BPHTB. 
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(5) Melaksanakan pelayanan keberatan, pengurangan ketetapan, 
pembatalan, permohonan angsuran, pembetulan, mutasi, 
salinan keterangan dan layanan lainnya. 
(6) Melaksanakan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi system 
manajemen informasi objek pajak. 
(7) Melaksanakan dan menatausahakan pendaftaran, pendataan 
dan pemutakhiran subjek dan atau objek PBB P2 dan 
BPHTB. 
(8) Mengelola sarana dan prasarana bidang. 
(9) Mengelola keuangan Bidang. 
(10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 
b) Seksi Penetapan dan penerimaan PBB P2 dan BPHTB 
(1) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(2) Memproses penetapan Nomor Objek Pajak (NOP). 
(3) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP. 
(4) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan PBB P2 dan 
BPHTB. 
c) Seksi Penagihan dan Pengawasan PBB P2 dan BPHTB 
(1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan 
lainnya yang berkaitan dengan penagihan dan pengawasan 
PBB P2 dan BPHTB. 
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(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(3) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan teknis 
yang berkaitan dengan penagihan dan pengawasan PBB P2 
dan BPHTB. 
(4) Melaksanakan penatausahaan penagihan PBB P2 dan 
BPHTB. 
4) Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Non PBB dan Non 
BPHTB 
Fungsi Bidang Pendapatan adalah: 
a) Merencanakan dan mengembangkan pendapatan. 
b) Pendataan Pajak Daerah non PBB dan non BPHTB. 
c) Penetapan dan penagihan Pajak Daerah non PBB dan non 
BPHTB.  
Tugas dan uraian tugas bidang pendapatan  
a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan:  
(1) Mempelajari peraturan/ kebijakan yang berkaitan dengan 
perencanaan dan pengembangan pendapatan. 
(2) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan yang 
berkaitan dengan pendapatan daerah. 
(3) Melaksanakan  koordinasi dan evaluasi pengelolaan pajak 
daerah, retribusi daerah, dan lain lain yang berkaitan dengan 
pendapatan daerah. 
54 
 
 
 
(4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan, pemantauan, dan 
pemungutan pajak daerah. 
(5) Melakukan perhitungan dan penerbitan surat ketetapan serta 
daftar ketetapan pajak daerah. 
(6) Menyampaikan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib 
pajak. 
b) Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan 
Pembiayaan: 
(1) Mempelajari peraturan perundangan dan kebijakan teknis 
yang berhubungan dengan pengelolaan pajak daerah. 
(2) Melakukan verifikasi, koordinasi dan evaluasi penerimaan 
daerah. 
(3) Meneliti catatan tanda terima benda berharga, kartu bukti 
penerimaan/ pengeluaran benda berharga. 
(4) Memonitoring pengelolaan benda berharga di SKPD. 
(5) Membuat dan menyusun laporan yang berkaitan dengan 
persediaan benda berharga dinas. 
(6) Menyiapkan bahan pembuatan surat permintaan pembelian 
benda berharga dinas. 
(7) Melaksanakan porporasi karcis bukti penarikan retribusi  
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c) Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB dan Non 
BPHTB: 
(1) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan penetapan dan penagihan pajak daerah non 
PBB dan non BPHTB. 
(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi.   
(3) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan teknis 
yang berkaitan dengan penetapan dan penagihan pajak daerah 
non PBB dan non BPHTB.  
(4) Melaksanakan perhitungan dan penerbitan surat ketetapan 
serta daftar ketetapan pajak daerah non PBB dan non PBB. 
(5) Menyampaikan surat ketetapan pajak daerah non PBB dan 
non BPHTB kepada wajib pajak. 
5) Bidang Anggaran dan perbendaharaan 
Fungsi Bidang Anggaran: 
a) Menyelenggarakan penyusunan anggaran. 
b) Pengelolaan belanja. 
c) Pengelolaan kas daerah. 
Tugas dan uraian tugas bidang anggaran dan perbendaharaan  
a) Seksi Anggaran:  
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(1) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan anggaran.  
(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(3) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan yang 
berkaitan dengan anggaran. 
(4) Menyiapkan bahan penyusunan RAPBD dan Rancangan 
Perubahan APBD. 
(5) Menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan RAPBD. 
(6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan 
keuangan daerah. 
(7) Melaksanakan asistensi dan penelitian DPA. 
b) Seksi Belanja: 
(1) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berhubungan dengan belanja daerah. 
(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(3) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan yang 
berkaitan dengan belanja. 
(4) Mengelola kartu induk gaji dan kartu gaji. 
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(5) Mengadministrasikan gaji pegawai dalam kartu induk gaji 
dan kartu gaji perorangan pegawai. 
(6) Meneliti daftar gaji pegawai. 
c) Seksi Pengelolaan Kas 
(1) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan kas daerah. 
(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(3) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan yang 
berkaitan dengan pengelolaan kas. 
(4) Memproses surat keputusan, pengangkatan dan pemberhatian 
bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran atau 
atasan langsung. 
6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
Fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan: 
a) Menyelenggarakan bidang akuntansi keuangan daerah. 
b) Membuat laporan keuangan daerah. 
c) Menyelenggarakan akuntansi dana tugas pembantuan. 
Tugas dan Uraian Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan: 
a) Seksi Akuntansi Keuangan Daerah: 
(1) Mempelajari peraturan perundangan dan kebijakan teknis 
yang berhubungan dengan akuntansi keuangan daerah. 
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(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja  
seksi. 
(3) Menyiapkan bahan penyusunan data realisasi penerimaan 
daerah. 
(4) Menyiapkan bahan penyusunan data realisasi pengeluaran 
kas daerah. 
(5) Melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Pengelolaan  
Keuangan Daerah. 
(6) Mengklasifikasi laporan keuangan SKPD. 
b) Seksi Pelaporan Keuangan Daerah 
(1) Mempelajari peraturan perundangan dan kebijakan teknis 
yang berhubungan dengan pelaporan keuangan daerah. 
(2) Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja 
seksi. 
(3) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi triwulanan, 
semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. 
(4) Melaksanakan rekonsiliasi SPJ Fungsional SKPD. 
(5) Menyampaikan laporan keuangan daerah kepada lembaga 
terkait. 
7) Bidang Aset  
Fungsi Bidang Aset adalah menyelenggarakan investarisasi 
dan penghapusan, penilaian dan optimalisasi seta investasi 
pemerintah daerah. 
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Tugas dan Uraian Tugas Bidang Aset: 
a) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan: 
(1) Mempelajari peraturan perundangan dan kebijakan teknis 
yang berhubungan dengan inventarisasi dan penghapusan. 
(2) Melaksanakan inventarisasi dan penataan aset daerah. 
(3) Mengumpulkan, mensistemasikan, dan menyajikan data 
kebutuhan BMD. 
(4) Melaksanakan penyimpanan dokuman aset atau surat-surat 
berharga milik daerah. 
b) Seksi Penilaian dan Optimalisasi: 
(1) Mempelajari peraturan perundangan dan kebijakan teknis 
yang berhubungan dengan penilaian dan optimalisasi. 
(2) Melaksanakan optimalisasi kekayaan daerah. 
(3) Menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD. 
(4) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian, 
optimalisai dan pemeliharaan BMD. 
c) Seksi Investasi Pemerintah Daerah 
(1) Mempelajari peraturan perundangan dan kebijakan teknis 
yang berhubungan dengan investasi pemerintah daerah. 
(2) Menyusun rancangan pedoman dan bahan kebijakan yang 
berkaitan dengan investasi pemerintah daerah. 
(3) Menyusun potensi investasi. 
(4) Malaksanakan evaluasi kegiatan investasi. 
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8) Jabatan Fungsional Tertentu 
Jabatan Fungsional Tertentu  bertugas melaksanakan 
sebagian tugas dinas sesuai keahlian. Kelompok ini terdiri dari 
beberapa tenaga kerja yang dikoordinasi oleh seorang tenaga 
fungsional senior, yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai 
dengan kebutuhan di DPPKA. 
9) Unit Pelaksana Teknis 
Unit pelaksana teknis bertugas membantu para pegawai 
dalam mengerjakan tugas dilapangan. Kelompok ini terdiri dari 
beberapa fungsi dan bagian per departemen yang disesuaikan dengan 
kebutuhan masing masing bidang di DPPKA. 
2. Data Khusus  
a. Ringkasan Lapoaran Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2011-2012 
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2011 dan tahun 2012 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kulon Progo Nomor 12 Tahun 
2010.  
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Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Periode 2011 
No URAIAN ANGGARAN  2011 REALISASI  2011 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
11 
 
12 
13 
14 
15 
 
16 
 
 
 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah  
Hasil Pajak Daerah  
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaah Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah  
Dana Perimbangan  
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan 
Pajak  
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus  
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah  Daerah Lainnya 
JUMLAH PENDAPATAN  
 
782.588.428.417,45 
50.913.640.001,45 
5.008.060.795,52 
9.133.349.000,00 
4.936.479.031,53 
 
31.835.751.174,40 
 
517.051.621.501,00 
24.617.256.501.00 
 
444.043.865.000,00 
48.336.500.000,00 
214.623.166.915,00 
 
10.687.100.475,00 
0,00 
29.508.812.000,00 
162.427.254.440,00 
 
12.000.000.000,00 
 
782.558428.417,45 
 
791.826.637.868,63 
53.752.293.431,63 
5.853.809.091,25 
8.450.599.293,00 
4.936.479.032,53 
 
34.511.406.014,85 
 
522.276.920.247,00 
29.896.555.247,00 
 
444.043.865.000,00 
48.336.500.000,00 
215.797.424.190,00 
 
9.730.561.750,00 
0,00 
29.508.512.000,00 
164.558.350.440,00 
 
12.000.000.000,00 
 
791.826.637.868,63 
62 
 
 
 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 
25 
 
26 
27 
28 
29 
30 
 
 
31 
32 
33 
 
34 
35 
 
36 
 
BELANJA DAERAH  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
Belanja Pegawai  
Belanja Bunga  
Belanja Subsidi  
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kab/Kota/dan Pem Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Prov/Kab/Kota dan Pem Desa 
Belanja Tak Terduga  
BELANJA LANGSUNG 
BELANJA PEGAWAI 
BELANJA BARANG DAN JASA  
BELANJA MODAL  
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS (DEFISIT) 
PEMBIAYAAN DAERAH 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Daerah Tahun Sebelumnya 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan  
Penerimaan Pinjaman Daerah dan 
Obligasi  Daerah 
842.087.428.349,93 
551.947.050.306,93 
493.451.233.553,00 
57.179.881,76 
0,00 
18.340.181.825,00 
13.031.459.497,00 
1.873.190.218,42 
 
22.693.117.457,90 
 
2.500.687.873,85 
290.140.378.043,00 
39.465.561.648,00 
111.333.141.306,00 
139.341.675.089,00 
842.087.428.349,00 
(59.498.999.932,48) 
59.498.999.932,48 
64.525.351.217,28 
62.690.878.554,28 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
780.620.062.253,60 
540.214.639.691,60 
486.501.096.570,00 
51.691.567,60 
0,00 
16.840.952.073,00 
11.346.584.833,00 
1.872.890.218,00 
 
22.518.467.457,00 
 
1.082.956.973,00 
240.405.422.562,00 
34.692.718.690,00 
100.692.718.690,00 
105.604.886.809,00 
780.620.062.253,60 
11.206.575.615,03 
59.563.401.358,48 
64.589.752.643,28 
62.690.878.554,28 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
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37 
 
38 
 
 
39 
40 
41 
42 
43 
 
 
 
 
 
 
Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman  
Penerimaan Piutang Daerah  
JUMLAH PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pembentukan Dana Cadangan  
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 
JUMLAH PEMBIAYAAN 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN NETTO 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan (SILPA) 
0,00 
 
1.834.472.663,00 
64.525.351.217,28 
 
5.026.351.284,80 
0,00 
4.934.964.000,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
5.026.351.284,80 
 
59.498.999.932,48 
0,00 
0,00 
 
1.898.874.098,00 
64.589.752.643,28 
 
5.026.351.284,80 
0,00 
4.934.964.000,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
5.026.351.284,80 
 
59.563.401.358,48 
 70.769.976.973,51 
Sumber Data: Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2011  
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 Tabel 3. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012  
No URAIAN ANGGARAN  2012 REALISASI  2012 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
11 
 
12 
13 
14 
15 
16 
 
 
 
 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah  
Hasil Pajak Daerah  
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaah Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah  
Dana Perimbangan  
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan 
Pajak  
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus  
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah  Daerah Lainnya 
JUMLAH PENDAPATAN  
 
865.922.173.157,18 
64.998.319.035,18 
7.420.115.963,00 
12.021.510.570,00 
6.770.687.918,62 
 
38.786.004.583,56 
 
611.831.910.397,00 
35.348.374.397,00 
 
531.104.016.000,00 
45.379.520.000,00 
189.091.943.725,00 
 
963.088.725,00 
0,00 
27.528.510.000,00 
143.945.745.000,00 
16.654.600.000,00 
 
 
865.922.173.157,18 
 
882.586.663.589,07 
74.028.663.155,07 
8.448.289.543,50 
11.655.374.999,00 
6.765.040.924,72 
 
47.159.957.687.85 
 
612.419.550.384,00 
35.936.014.384,00 
 
531.104.016.000,00 
45.379.520.000,00 
196.138.450.050,00 
 
864.433.050,00 
0,00 
33.871.272.000,00 
143.945.745.000,00 
17.457.000.000,00 
 
 
882.586.663.589,07 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 
26 
 
27 
28 
29 
30 
 
 
31 
32 
33 
 
34 
35 
 
36 
 
BELANJA DAERAH  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
Belanja Pegawai  
Belanja Bunga  
Belanja Subsidi  
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kab/Kota/dan Pem Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Prov/Kab/Kota dan Pem Desa 
Belanja Tak Terduga  
BELANJA LANGSUNG 
BELANJA PEGAWAI 
BELANJA BARANG DAN JASA  
BELANJA MODAL  
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS (DEFISIT) 
PEMBIAYAAN DAERAH 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Daerah Tahun Sebelumnya 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan  
Penerimaan Pinjaman Daerah dan 
Obligasi  Daerah 
932.363.178.849,89 
607.000.645.857,89 
562.367.681.519,25 
46.412.048,01 
100.000.000,00 
4.790.500.000,00 
2.750.000.000,00 
2.251.863.047,00 
 
27.085.896.187,85 
 
7.608.293.055,78 
325.362.532.992,00 
43.572.166.453,00 
111.285.010.639,00 
170.505.355.900,00 
932.363.178.849,89 
(66.441.005.692,71) 
66.441.005.692,71 
72.754.144.473,51 
70.769.976.973,51 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
881.690.249.329,85 
591.396.646.809,85 
552.597.232..647,00 
40.923.733,85 
0,00 
5.807.871.230,00 
2.466.526.651,00 
2.211.122.047,00 
 
26.903.227.387,00 
 
1.369.743.114,00 
290.293.966.161,00 
41.258.966.161,00 
101.204.056.100,00 
147.830.580.259,00 
881.690.249.329,85 
896.414.259,22 
66.478.343.764,71 
72.791.842.545,51 
70.769.976.973,51 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
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37 
38 
 
 
 
39 
 
40 
41 
42 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penerimaan Kembali Pemberian  
Pinjaman  
Penerimaan Piutang Daerah  
JUMLAH PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pembentukan Dana Cadangan  
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 
JUMLAH PEMBIAYAAN 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN NETTO 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan (SILPA) 
 
 
1.984.167.500,00 
72.754.144.473,51 
 
6.313.138.780,80 
0,00 
6.221.751.496,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
6.313.138.780,80 
 
66.441.005.692,71 
0,00 
 
 
2.021.505.572,00 
72.791.482.545,51 
 
6.313.138.780,80 
0,00 
6.221.751.496,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
6.313.138.780,80 
 
66.478.343.764,71 
67.374.758.023,93 
Sumber Data: Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2012 
3. Analisis Data 
a. Kinerja Keuangan  
Kinerja Keuangan yaitu  tingkat pencapaian dari suatu 
hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan 
dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang 
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ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran 
Kinerja Keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk 
dari sistem laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa 
perhitungan APBD 
b) Aspek Keuangan  
(1) Aspek Umum   
Aspek secara umum yaitu berupa Laba-rugi, 
neraca, dan  perubahan modal serta bagaimana 
mengelola dana yang efektif dan efisien. Pada bagian 
umum aspek keuangan menunjukkan bagaimana 
menmilih dan menentukan sumber-sumber dana mana 
yang sebaiknya diambil.  
(2) Aspek Khusus  
Beberapa hal yang terdapat di aspek khusus 
dalam  aspek keuangan antara lain yaitu: 
(a) Mengklasifikasikan sumber dan penggunaan dalam 
bentuk diagram. 
(b) Menghitung dan mengetahui nilai waktu dari uang  
(Time Value of maoney). 
(c) Menghitung dan membuat investasi aktiva lancar 
(Kas, Piutang, persediaan). 
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(d) Menghitung kelayakan usaha dilihat dalam kriteria 
investasi. 
Menurut Peraturan pemerintah Penilaian Kinerja 
Keuangann dilakukan terhadap instansi pemerintah yang 
ditetapkan sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum 
sampai dengan Triwulan III tahun 2012. Penilaian kinerja 
dilakukan terhadap Satker BLU penyedia layanan umum 
meliputi aspek Keuangan dan aspek Pelayanan.  
Penilaian aspek keuangan dilakukan berdasrkan data 
laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan 
BLU, yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Perbendaharaan. Penilaian aspek pelayanan 
dilakukan berdasarkan data layanan Satker BLU pada tahun 
yang akan dinilai dan disampaikan oleh menteri/pimpinan 
lembaga/ketua dewan kawasan/pemimpin Satker BLU 
kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jendral 
Perbendaharaan.  
b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja  
  Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan 
perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja 
daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan 
mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja 
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operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis 
dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehiingga belanja operasi 
ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau 
berulang (recurrent). Rasio belanja operasi terhadap total belanja 
dirumuskan sebagai berikut:  
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja=  
X 100% 
Tahun 2011 =   X 100% = 93,68% 
Tahun 2012 = X 100% = 92.46% 
c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja  
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan 
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total 
belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat 
mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi 
dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. 
Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, 
yaitu menambah aset daerah. Rasio Belanja Modal terhadap Total 
Belanja dirumuskan sebagai berikut: 
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja= 
X 100% 
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Tahun 2011 =  X 100% = 92,35% 
Tahun 2012 = X 100% = 92,37% 
Tabel 4. Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja 
Modal Kabupaten Kulon Progo periode 2011 dan 2012 
 
Tahun 
Rasio Belanja 
Operasi 
Rasio Belanja  
Modal  
2011 93,68% 92,35% 
2012 92,46% 92,37% 
Rata-rata 
pertahun 
93,07% 92,36% 
Sumber data: data diolah  
Dari tabel 4. Di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio 
Keserasian Belanja pertahunnya sebesar 93,07% untuk rasio 
Keserasian Belanja Operasi dan 92,36% untuk rasio Keserasian 
Belanja Modal. Selama 2011 dan 2012 diperoleh bahwa rasio 
Keserasian Belanja Operasi dari tahun ke tahun semakin 
menurun. Pada tahun 2011 rasio Belanja Operasi yang dicapai 
sebesar 93,68%. Pada  tahun 2012 rasio Belanja Operasi yang 
dicapai sebesar 92,46% mengalami penurunan sebesar 1,22% 
dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena 
berkurangnya alokasi dana untuk Belanja Operasi dari 
882.586.663.589,07 menjadi 791.826.637.868,63, hal ini 
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi 
kebutuhan Belanja Operasi untuk melakukan tugas-tugas 
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pemerintahan, dan  pelayanan masyarakat sosial sudah cukup 
baik tetapi harus lebih ditingkatkan kembali agar lebih baik lagi.  
Rasio Keserasian Belanja Modal selama tahun 2011 dan 
2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 
2011 rasio belanja modal sebesar 92,35%. Pada tahun 2012 rasio 
belanja modal yang dicapai 92,37%  hanya mengalami 
peningkatan sebesar 0,2% saja. Peningkatan ini terjadi karena 
bertambahnya dana alokasi untuk Belanja Modal dari 
780.620.062.253,60 menjadi 881.690.249.329,85 walaupun 
hanya sedikit ini menunjukkan bahwa rasio belanja modal 
terhadap APBD Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo mengalami kenaikan untuk menjadi lebih baik.  
Dilihat dari rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memprioritaskan 
alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal sudah 
baik tetapi harus ditingkatkan lagi agar Kinerja Keuaangan 
Kabupaten Kulon Progo bisa lebih baik lagi untuk tahun-tahun 
yang akan datang.   
d. Analisis Rasio Efiensi Belanja  
Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara 
realisasi belanja dengan mengukur anggaran belanja. Rasio 
Efisiensi Belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat 
penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah 
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daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio 
efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka 
mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.  
Rasio efisiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:  
Rasio Efisiensi Belanja =  X 100% 
Tahun 2011 = X 100% = 92,70% 
Tahun 2012 = X 100% = 94,56% 
Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kulon Progo 
Periode 2011-2012 
Tahun  Anggaran Belanja  Realisasi Anggaran Rasio 
Efisiensi 
2011 780.620.062.253,60 842.087.428.349,93 92,70% 
2012 881.690.249.329,85 932.363.178.849,89 94,56% 
Sumber data: data diolah  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi 
Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2011 
sebesar 92,70% dan pada Tahun 2012 Rasio Efisiensi Belanja 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 94,56%, hal ini 
menunjukkan rasio Efisiensi Belanja pada tahun 2011-2012 
berada > 90%-100%, maka hal ini mengindikasikan Kinerja 
Keuangan belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang 
sudah baik tetapi harus ditingkatkan kembali.  
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
a. Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon 
Progo dilihat dari rata-rata Keserasian Belanja pertahunnya sebesar 
93,07% dan 92,36% untuk Keserasian Belanja Modal. Pada tahun 
2011 Belanja Operasi yang dicapai sebesar 93,68% dan tahun 2012 
Belanja Operasi sebesar 92,46% mengalami penurunan sebesar 
1,22% dari tahun sebelumnya. Hal ini menujukkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan Belanja Operasi 
untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat 
sosial masih perlu diperbaiki lagi agar lebih baik di tahun berikutnya. 
Kinerja Keuangan pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo sudah baik tetapi perlu ditingkatkan. Pada tahun 2011 
Belanja Modal sebesar 92,35% dan tahun 2012 Belanja Modal yang 
dicapai meningkat 0,11% menjadi 92,46%, maka Belanja Modal 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lumayan meningkat lebih baik. 
Dari Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah Kulon Progo dalam memprioritaskan 
alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal sudah 
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optimal tetapi masih harus lebih ditingkatkan kembali, agar lebih 
optimal dalam menggunakan dana alokasi Belanja Operasi dan 
Belanja Modal.  
b. Pelaksanaan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan Pelaksanaan 
APBD pemerintah dilihat dari Efisiensi Belanja, Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo kurang baik dan efisien dalam 
menggunakan anggaran belanja pada periode 2011 sampai dengan 
2012, yaitu pada tahun 2011 Efisiensi Belanja yang dicapai sebesar 
92,70% dan rasio Efisiensi Belanja tahun 2012 sebesar 94,56%. Hal 
ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo sudah baik teapi perlu ditingkatkan kembali.  
Secara umum dilihat dari kedua rasio keuangan tersebut, 
pemerintah daerah belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif 
dan efisiensi karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan 
kurangnya kinerja-kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 
dalam mengelola sumber dana yang dimiliknya.  
2. Saran 
Dari kesimpulan di atas, penulis dapat membrikan beberapa 
saran, yaitu sebagai berikut: 
a. Pemerintah daerah harus dapat memprioritaskan lagi dana alokasi 
pada belanja operasi/ belanja modal lebih optimal lagi. 
b. DPPKA Kabupaten Kulon Progo harus melakukan review terhadap 
belanja daerah yang sekiranya tidak begitu efektif dan efisien dapat 
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dikurangi/dihilangkan dan mengalokasikan dana anggaran belanja 
tersebut untuk belanja daerah yang sekiranya lebih penting untuk 
menekan laju pertumbuhan belanja yang terus meningkat. 
c. DPPKA Kabupaten Kulon Progo harus mampu meningkatkan 
pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten dalam menjalankan 
semua aktivitas agar masyarakat juga merasa puas dengan pelayanan 
yang DPPKA berikan. 
d. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama 
diharapkan mempu melakukan penelitian yang lebih mendalam 
mengenai Kinerja Keuangan yang didasarkan pada Anggaran 
Pendapatan belanja Daerah (APBD), sehingga hasil analisis dapat 
menggambarkan pengetahuan yang bertambah.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 
 
 
PERHITUNGAN ANALISIS BELANJA DAERAH  
 
1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja  
Tahun Rasio Belanja Operasi 
2011 93,68% 
2012 92,46% 
Rata-rata 93,07% 
 Sumber data: data diolah 
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Modal=  X 100% 
Tahun 2011 =  X 100% = 93,68% 
Tahun 2012 =  X 100% = 92,46% 
2.  Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja  
Tahun Rasio Belanja Modal 
2011 92,35% 
2012 92,37% 
Rata-rata 92,36% 
Sumber data: data diolah  
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Modal=  X 100% 
Tahun 2011 =  X 100% = 92,35% 
Lampiran 1 
 
 
Tahun 2012 =  X 100% = 92,37% 
3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja  
Tahun  Anggaran Belanja  Realisasi Anggaran Rasio Efisiensi 
2011 780.620.062.253,60 842.087.428.349,93 92,70% 
2012 881.690.249.329,85 932.363.178.849,89 94,56% 
Sumber data: data diolah  
Rasio Efisiensi Belanja =  X 100% 
Tahun 2011 =  X 100% = 92,70% 
Tahun 2012 =  X 100% = 94,56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2  
 
1. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Periode 2011 
No URAIAN ANGGARAN  2011 REALISASI  2011 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
 
 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 
23 
24 
 
25 
 
26 
27 
28 
29 
30 
 
 
 
31 
 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah  
Hasil Pajak Daerah  
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaah Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Dana Perimbangan  
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak  
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah  
Daerah Lainnya 
JUMLAH PENDAPATAN  
 
BELANJA DAERAH  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
Belanja Pegawai  
Belanja Bunga  
Belanja Subsidi  
Belanja Hibah 
 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota/dan 
Pem Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota 
dan Pem Desa 
Belanja Tak Terduga  
BELANJA LANGSUNG 
BELANJA PEGAWAI 
BELANJA BARANG DAN JASA  
BELANJA MODAL  
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS (DEFISIT) 
 
 
782.588.428.417,45 
50.913.640.001,45 
5.008.060.795,52 
9.133.349.000,00 
4.936.479.031,53 
 
31.835.751.174,40 
517.051.621.501,00 
24.617.256.501.00 
444.043.865.000,00 
48.336.500.000,00 
214.623.166.915,00 
10.687.100.475,00 
0,00 
29.508.812.000,00 
162.427.254.440,00 
12.000.000.000,00 
 
782.558428.417,45 
 
842.087.428.349,93 
551.947.050.306,93 
493.451.233.553,00 
57.179.881,76 
0,00 
18.340.181.825,00 
 
13.031.459.497,00 
1.873.190.218,42 
 
22.693.117.457,90 
 
2.500.687.873,85 
290.140.378.043,00 
39.465.561.648,00 
111.333.141.306,00 
139.341.675.089,00 
842.087.428.349,00 
(59.498.999.932,48) 
 
 
791.826.637.868,63 
53.752.293.431,63 
5.853.809.091,25 
8.450.599.293,00 
4.936.479.032,53 
 
34.511.406.014,85 
522.276.920.247,00 
29.896.555.247,00 
444.043.865.000,00 
48.336.500.000,00 
215.797.424.190,00 
9.730.561.750,00 
0,00 
29.508.512.000,00 
164.558.350.440,00 
12.000.000.000,00 
 
791.826.637.868,63 
 
780.620.062.253,60 
540.214.639.691,60 
486.501.096.570,00 
51.691.567,60 
0,00 
16.840.952.073,00 
 
11.346.584.833,00 
1.872.890.218,00 
 
22.518.467.457,00 
 
1.082.956.973,00 
240.405.422.562,00 
34.692.718.690,00 
100.692.718.690,00 
105.604.886.809,00 
780.620.062.253,60 
11.206.575.615,03 
 
Lampiran 2  
 
32 
33 
 
34 
35 
 
36 
 
37 
38 
 
 
39 
40 
41 
42 
43 
 
 
 
 
 
 
PEMBIAYAAN DAERAH 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 
Sebelumnya 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan  
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi  
Daerah 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
Penerimaan Piutang Daerah  
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 
  
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pembentukan Dana Cadangan  
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 
 
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN NETTO 
 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA) 
59.498.999.932,48 
64.525.351.217,28 
62.690.878.554,28 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
1.834.472.663,00 
64.525.351.217,28 
 
5.026.351.284,80 
0,00 
4.934.964.000,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
5.026.351.284,80 
59.498.999.932,48 
 
0,00 
59.563.401.358,48 
64.589.752.643,28 
62.690.878.554,28 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
1.898.874.098,00 
64.589.752.643,28 
 
5.026.351.284,80 
0,00 
4.934.964.000,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
5.026.351.284,80 
59.563.401.358,48 
 
70.769.976.973,51  
Sumber Data: Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2011  
 
Lampiran 3 
 
1. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Periode 2012  
No URAIAN ANGGARAN  2012 REALISASI  2012 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
 
 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 
25 
 
26 
27 
28 
29 
30 
 
 
 
31 
 
 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah  
Hasil Pajak Daerah  
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaah Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Dana Perimbangan  
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak  
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah  
Daerah Lainnya 
JUMLAH PENDAPATAN  
 
BELANJA DAERAH  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
Belanja Pegawai  
Belanja Bunga  
Belanja Subsidi  
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota/dan 
Pem Desa 
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota 
dan Pem Desa 
Belanja Tak Terduga  
BELANJA LANGSUNG 
BELANJA PEGAWAI 
BELANJA BARANG DAN JASA  
BELANJA MODAL  
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS (DEFISIT) 
 
PEMBIAYAAN DAERAH 
 
865.922.173.157,18 
64.998.319.035,18 
7.420.115.963,00 
12.021.510.570,00 
6.770.687.918,62 
 
38.786.004.583,56 
611.831.910.397,00 
35.348.374.397,00 
531.104.016.000,00 
45.379.520.000,00 
189.091.943.725,00 
963.088.725,00 
0,00 
27.528.510.000,00 
143.945.745.000,00 
16.654.600.000,00 
 
865.922.173.157,18 
 
932.363.178.849,89 
607.000.645.857,89 
562.367.681.519,25 
46.412.048,01 
100.000.000,00 
4.790.500.000,00 
2.750.000.000,00 
2.251.863.047,00 
 
27.085.896.187,85 
 
7.608.293.055,78 
325.362.532.992,00 
43.572.166.453,00 
111.285.010.639,00 
170.505.355.900,00 
932.363.178.849,89 
(66.441.005.692,71) 
 
66.441.005.692,71 
 
882.586.663.589,07 
74.028.663.155,07 
8.448.289.543,50 
11.655.374.999,00 
6.765.040.924,72 
 
47.159.957.687.85 
612.419.550.384,00 
35.936.014.384,00 
531.104.016.000,00 
45.379.520.000,00 
196.138.450.050,00 
864.433.050,00 
0,00 
33.871.272.000,00 
143.945.745.000,00 
17.457.000.000,00 
 
882.586.663.589,07 
 
881.690.249.329,85 
591.396.646.809,85 
552.597.232..647,00 
40.923.733,85 
0,00 
5.807.871.230,00 
2.466.526.651,00 
2.211.122.047,00 
 
26.903.227.387,00 
 
1.369.743.114,00 
290.293.966.161,00 
41.258.966.161,00 
101.204.056.100,00 
147.830.580.259,00 
881.690.249.329,85 
896.414.259,22 
 
66.478.343.764,71 
Lampiran 3 
 
 
32 
33 
 
34 
35 
 
36 
 
37 
38 
 
 
39 
40 
41 
42 
43 
 
 
 
 
 
 
 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 
Sebelumnya 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan  
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi  
Daerah 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
Penerimaan Piutang Daerah  
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 
  
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pembentukan Dana Cadangan  
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 
 
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN NETTO 
 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA) 
 
72.754.144.473,51 
70.769.976.973,51 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
1.984.167.500,00 
72.754.144.473,51 
 
6.313.138.780,80 
0,00 
6.221.751.496,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
6.313.138.780,80 
66.441.005.692,71 
 
0,00 
 
72.791.842.545,51 
70.769.976.973,51 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
2.021.505.572,00 
72.791.482.545,51 
 
6.313.138.780,80 
0,00 
6.221.751.496,00 
91.387.284,80 
0,00 
 
6.313.138.780,80 
66.478.343.764,71 
 
67.374.758.023,93  
Sumber Data: Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 
 
